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hadirin yang saya muliakan.

Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Alhamdullilahi robbilalamiin, puji dan syukur kehadirat
Allah SWT atas limpahan Rahmat dan pertolonganNya
pada hari ini 18 September 2023 kita dapat berkumpul
dalam keadaan sehat wal’afiat. Atas perkenaanNya,
saya sampai pada kesempatan ini menyampaikan
pidato pengukuhan guru besar. Terimakasih yang
sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak, Ibu,
Saudara semua dalam acara ini. Mengawali pidato ini,
saya mengutip QS. An-Nisaa ayat 58:

"Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."

For as a human being is the best of the animals when separated,
so when separated from law and justice he is worst of all
(Aristoteles)

1. Pengantar

Salah satu indikasi negara terancam gagal atau
minimal sebagai negara berketidakadilan bilamana
otoritas-otoritas kekuasaan tidak memiliki kekuatan
dalam memberikan perlindungan terhadap manusia
dan membiarkan kerusakan sumber penghidupan
bersama. Imajinasi mempertahankan kehidupan dan
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sumber penghidupan sebagai hak dasar untuk
lahirnya komitmen bersama, kesejahteraan bersama,
penghormatan terhadap hak individu dan komunal
merupakan alasan negara dibentuk sebagaimana
tergambar dalam berbagai lintas sejarah konstitusi di
dunia, mulai dari Piagam Madina 620 M sampai
dengan konstitusi Sudan Selatan sebagai negara
termuda di era modern tahun 2011.!

Perlindungan terhadap sumber penghidupan
(komponen lingkungan hidup) menjadi kerangka
politik hukum dalam konstitusi di banyak negara,
dirumuskan sedemikian rupa dalam konstitusi, dan
bahkan ada yang lebih spesifik menetapkan
lingkungan sebagai subyek hukum.? Konstitusi yang
memiliki pendekatan terhadap perlindungan
lingkungan akan menjaminan hak-hak substantif bagi
manusia (Heyward, 2005). Upaya berbagai negara
memasukan isu lingkungan dalam konstitusi bukan
tanpa alasan, sebab kemiskinan dan penurunan
kualitas hidup manusia salah satunya dipicu oleh
dampak pengelolaan lingkungan yang buruk.
Kegagalan umat manusia menjaga lingkungan telah

1 The Constitution of the Republik South Sudan of 2011. Article 37 (2) b “All levels of
government shall: Protect and ensure the sustainable management and utilization of
natural resources including land, water, petroleum, minerals, fauna and ora for the
benefit of the people” and Article 41 (1) Every person or community shall have the
right to a clean and healthy environment. (2) Every person shall have the obligation
to protect the environment for the benefit of present and future generations. (3) Every
person shall have the right to have the environment protected for the benefit of
present and future generations, through appropriate legislative action and other
measures that prevent pollution and ecological degradation, promote conservation,
and secure ecological sustainable development and use of natural resources while
promoting rational economic and social development so as to protect genetic stability
and biodiversity. (4) All levels of government shall develop energy policies that will
ensure that the basic needs of the people are met while protecting and preserving the
environment”

2 Article 10, Equador’s Constitution of 2008: “Las personas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos son titulares y gozardn de los derechos garantizados en la
Constitucion y en los instrumentos internacionales. La naturaleza sera sujeto de
aquellos derechos que le reconozca la Constitucién” (Persons, communities, peoples,
nations and communities are bearers of rights and shall enjoy the rights guaranteed
to them in the Constitution and in international instruments. Nature shall be the
subject of those rights that the Constitution recognizes for it). Lihat juga, Majelis
Umum PBB menyetujui sebuah resolusi bersejarah, yang menyatakan, bahwa setiap
orang berhak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan, available at
https://digitallibrary.un.org/record /3982508?In=en#record-files-collapse-header,
akses terakhir tanggal 19 Agustus 2023.
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menimbulkan risiko 24% dari semua kematian global
atau sekitar 13,7 juta kematian per tahun, terkait
dengan lingkungan, karena risiko seperti polusi udara
dan paparan bahan kimia (WHO, 2016), belum
termasuk kematian-kematian lain yang disebabkan
oleh pengrusakan lingkungan.

Kehidupan dan sumber-sumber penghidupan
disediakan oleh Tuhan Yang Masa Esa. Kelestarian
tanah dan sumber air, misalnya tidak boleh
terdegradasi pada tingkatkan yang memungkinkan
tidak mendukung keberlanjutan hidup manusia.
Perjalanan waktu dan cara penguasa dari negara-
negara penghasil sumber daya alam (SDA) mulai
menurunkan ingatan kolektif umat manusia untuk
menjaga alam dan berpindah ke praktek ekspansionis
dan eksploitatif termasuk di Indonesia. Prilaku
eksploitatif sesungguhnya belum terbukti
mensejahterakan, bahkan menyisahkan permasalahan
pasca kegiatan ekstraktif pada masa akan datang.
Berbanding terbalik dengan apa dilakukan penguasa di
Babylonia lebih dari 4000 tahun yang lalu, atau jauh
sebelum Rachel Carson mempublikasikan ‘The Silent
Spring’ (Carson, 1963). Penguasa Babylonia telah
memproteksi keselamatan terhadap tanah, air,
tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang (Protection of
nature basic commodities) yang diatur dalam the Code
of Hammurabi, terutama, pada upaya mengontrol
tanah pertanian dan pengairan (Wilkinson, 2002).
Empat belas abad sebelumnya, Al-Quran menjadi
penuntun bagi manusia agar tidak berperilaku buruk
terhadap lingkungan.® Namun, sebagian individu-
individu Muslim yang dititipkan amanah menjaga bumi
justru teramat lemah mencegah kerusakan alam dan
ada indikasi gagal dalam menyampaikan pesan nilai-

3 Q.S. al-Rum (30):41, Q.S.al-Araf (7):56, Q.S.al-Ahqaaf (46):3, Q.S. al-Bagorah (2): 11,
22, dan 30.
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nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin, untuk manusia
dan kebaikan alam semesta.*

2. Kontestasi dalam pengelolaan SDA

Keanekaragaman kepentingan di mana SDA tersedia
telah menimbulkan ketegangan dan kontestasi di
lingkungan kaya sumber daya lokal di seluruh dunia
(Bernauer et al, 2012; Homer-Dixon, 2001; Homer-
Dixon, 1994; Rosengard & Stiglitz, 2015). Penggunaan
sumber daya yang berbeda, seperti mata pencaharian
individu, eksploitasi industri skala besar, dan
konservasi alam, telah menciptakan klaim tumpang
tindih dan hak penggunaan yang disengketakan.
Kontestasi antar penikmat SDA membalikan
pemahaman "ini milik bersama" yang mengusung nilai
"dibagi dengan adil", jangan merugikan pihak lain, dan
dijaga keberlanjutannya. SDA sebagai objek kontestasi
akhirnya dibatasi seperangkat norma bentukan
kekuasaan tetapi tidak mudah mengkompromikan
antar penikmat yang memiliki perbedaan kepentingan
sekaligus menjaga sumber kehidupan manusia pada
sisi lain.

Pada dasarnya, penikmat SDA adalah kita
semua, bahkan bagi mahluk hidup lainnya. Petani
memanfaatkan tanah subur, air Dbersih, laut
menyediakan sumber kehidupan, dan udara yang
bersih bagi semua makhluk hidup. Tanah permukaan
tersedia sumber kehidupan berupa hutan, di bawah
tanah ada sumber tambang bernilai ekonomi tinggi.
Kegiatan ekonomi yang berbasis SDA, terutama
kegiatan ekstraktif melahirkan kontestasi yang tidak
dapat dihindari. Kontestasi antar penikmat akan lebih
terasa bilamana melibatkan antar korporasi, atau
antara korporasi di atas area kelola masyarakat. Cara
menaklukan alam  sekaligus memanfaatkannya

4 Surat al-Anbiyaa’ ayat 107: "Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam”.
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digambarkan sebagai ‘"pertempuran" yang dapat
menggunakan berbagai macam cara, bahkan
memperalat negara dan hukum demi memenangkan
nafsu menguasai ekonomi SDA.

Masyarakat yang tidak ikut terlibat langsung
dalam kegiatan eksploitasi SDA masih dimungkinkan
menikmati manfaat berupa jaminan keamanan,
ketertiban, layanan publik, dan berbagai macam
kemudahan yang disediakan negara melalui
penggunaan sebagian kecil pendapatan penikmat
dalam varian korporasi (pajak, royalty, bagi hasil, dan
lain sebagainya). Hanya saja, penikmat dari kalangan
rakyat, terutama mereka yang pernah menikmati
"kebaikan alam" belum tentu akan terus mendapatkan
lingkungan yang baik, bahkan sebaliknya berubah
menjadi penerima risiko, pembayar biaya eksternalitas,
atau penerima ketidakadilan.

Idealnya, penggunaan SDA yang melimpah
seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan
rakyat yang kualitas hidup tinggi, memiliki nilai
keberlanjutan, dan penggunaannya tidak mengancam
keamanan publik. Namun demikian, kondisi faktual
berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan
masyarakat, bahkan di area-area di mana SDA
dihasilkan. Ada dua kemungkinan penyebabnya yaitu
karena salah urus dalam pengelolaan, dan distribusi
risiko lingkungan terhadap keamanan publik.

2.1. Salah urus dalam pengelolaan

Keunggulan SDA tidak diposisikan sebagai kekuatan
yang mampu menghadirkan geopolitik Indonesia atas
negara-negara lain. Memperdagangkan komoditas
sumber terbatas tidak dibarengi dengan penguatan
posisi daya tawar dalam relasi ekonomi dan politik
yang signifikan. Kekayaan laut, batubara, hutan,
mineral, dan hasil perkebunan tidak sebanding dengan
kekuatan geo politik dan ekonomi pemilik SDA dari
negara-negara Timur Tengah dengan sumber
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hydrocarbonnya, atau Rusia yang  mampu
mengitegrasikan kapasitas SDA melimpah, surplus
pangan, dan keunggulan teknologi militer. Bukan itu
saja, pola pengelolaannya sangat sektoral dan saling
meniadakan. Argumentasi ini paling tidak
direpresentasikan pada pola pengelolaan 4 (empat)
sektor SDA strategis, yaitu:

a. Kehutanan

Pemanfaatan hutan secara masif terjadi saat keran
investasi dibuka di sektor ini pada awal tahun 1970an,
terutama penggunakan hutan alam. Deforestasi tidak
dapat dihindari untuk berbagai kepentingan
pembangunan yang menyasar kawasan hutan,
meskipun terjadi penurunan laju deforestasi 9,09
persen atau seluas 0,10 juta ha pada tahun 2021-2022
(PPN/Bappenas, 2023). Hutan mengalami ancaman
signifikan pada tiga fase kegiatan. Fase pertama,
kegiatan sektor kehutanan sendiri, jejaknya masih
dapat diverifikasi dengan baik, khususnya dampak
negatif yang ditimbulkannya. Fase kedua, pelepasan
kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, belum
termasuk 3,12 juta hektare kelapa sawit ditanam di
kawasan hutan atau sekitar 19% dari total luasan
perkebunan sawit di Indonesia (Greenpeace, 2021).
Fase ketiga, kegiatan pertambangan batubara.
Indonesia mengalami deforestasi 58.2% (1.901 km?)
yang disebabkan langsung oleh aktivitas tambang
(2000-2019); khusus Kalimantan Timur kehilangan
19% hutan primer dalam dua dekade terakhir (Giljum
etal., 2022). Fase ketiga ini sebagai puncak dari segala
"teror" terhadap eksistensi kawasan hutan. Bahkan,
kawasan perkebunan yang berasal dari pelepasan
kawasan hutan dan sudah berproduksi harus takluk
pada pertambangan batubara. Praktek penyelundupan
hukum terbukti dilakukan antara pengusaha
pertambangan dan perkebunan kelapa sawit
(sebagiannya berasal dari area ex-pelepasan kawasan
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hutan) melalui Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama
(PPLB) dengan cara mereduksi posisi pemerintah
sebagai pemberi izin.5 Usaha pertambangan pada
kawasan hutan dimudahkan melalui skema pemberian
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).6 Praktek ini
terbukti gagal mengembalikan kondisi kawasan hutan
seperti semula. Perubahan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) kawasan hutan dalam status IPPKH
menjadi non hutan merupakan cara menghindari
pemenuhan tanggungjawab keuangan kepada negara
(Muhdar at al., 2015).

b. Pertambangan batubara dan nickel

Produksi batubara mencapai 685,24 juta ton pada
tahun 2022 dengan hasil pendapatan negara senilai
Rp.183,50 triliun, sementara produksi nickel
berjumlah 592,656,08 ton gabungan ferro nickel dan
nickel matte tanpa ada informasi yang cukup mengenai
pendapatan negara dari sektor ini (ESDM, 2022).7
Meskipun mendatangkan keuntungan, dampak negatif
telah menyasar kegiatan sosial- ekonomi masyarakat
dan lingkungan. Konflik atas klaim tumpang tindih
lahan antara perusahaan tambang batubara dan
pengguna lain (perkebunan, kehutanan, transmigrasi,
masyarakat adat) merupakan distribusi risiko pertama
yang sangat nampak. Tata kelola perizinan yang buruk
sebagai penyebabnya (Muhdar et al., 2020; Nasir et al.,
2022). Bekas lobang tambang yang ditinggalkan tanpa
direklamasi sebagai tempat meninggalnya 40 anak-
anak di Kaltim dalam rentang waktu 2012-2023.
Tumpang-tindih lahan tidak saja merubah bentangan
alam tetapi juga merubah struktur ekonomi
masyarakat dan dampak sosial (Xue, 2021). Izin
pertambangan batubara terbukti merusak lahan

5 Pasal 12 ayat (2) huruf b PP 43 Tahun 2021 melegalisasi PPLB atau terjadi
perpindahan otoritas mengatur dari pemerintah kepada para pihak pengguna PPLB

6 Lihat, perubahan peraturan IPPKH berkali-kali sebagai cara menyederhanan dan
mempercepat penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan batubara.

7 Lihat, https://modi.esdm.go.id/filter?tahun=2022, akses terakhir 23 Agustus 2023
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pertanian dan penyebab rusaknya lingkungan hidup
(Adri, 2019; Izza & Afkarina, 2019; Nasir et al., 2023;
Rasimeng et al., 2019; Setiawan et al., 2016;), termasuk
dampaknya terhadap perubahan iklim (Funfgeld,
2020). Kronisme politik terhubung dengan aktivitas
ekonomi tambang di banyak daerah di Indonesia
termasuk di Katim semakin memperdalam dampak
negatif yang dihasilkan oleh kegiatan ini (T.
Toumbourou et al., 2020). Laporan Konsorsium
Reformasi untuk Agraria (KPA) menyebutkan bahwa di
tahun 2021, terdapat 30 konflik pertanahan yang
melibatkan perusahaan tambang atau naik tiga kali
lipat dibandingkan tahun 2020 (KPA, 2022). Konflik ini
sebagai konsekuensi kontestasi perebutan tanah
antara perusahaan tambang dan pengguna lain
(Muhdar, at al.,, 2023a), atau dikategorikan sebagai
ecological distribution conflicts (Martinez-Alier, 2021).

Kondisi yang sama juga terjadi pada
pertambangan nickel, dan bahkan memiliki dinamika
lebih spesifik yaitu aspek isu ketenagakerjaan dan isu
geopolitik. Isu ketenagakerjaan tentunya juga masalah
lingkungan menjadi permasalahan di sentra-sentra
penghasil nickel di Indonesia yaitu Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara (Goodman,
2023a).8 Nickel sebagai SDA terbatas sekaligus
memiliki nilai tinggi untuk komponen sumber energi
terbarukan telah menempatkan Indonesia sebagai
objek pertarungan geopolitik dua raksasa ekonomi
dunia yaitu Amerika Serikat dan China (Goodman,
2023Db).

c. Minyak & Gas

Kegiatan Migas menghadirkan risiko yang cukup
mematikan (letal) oleh karena seluruh aktivitasnya

8 lihat juga, pencemaran di wilayah laut dan darat yang bersumber dari pertambangan
nickel Pulau Obi Maluku Utara, tersedia di
https://www.mongabay.co.id/2023 /04 /16 /mereka-suarakan-kerusakan-pulau-
obi-dampak-industri-nikel/, diakses terakhir 23 Agustus 2023.
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memunculkan risiko bagi lingkungan dan manusia.
Buangan limbah minyak (sludge oil) kerap terjadi di
pesisir, baik berasal dari kegiatan eksploitasi maupun
dumping. Oil platform (oil rig), jaringan pipa, dan sumur
yang berjumlah ribuan dalam wilayah kerja Migas
menyisahkan ancaman ekologis pada masa yang akan
datang dengan alasan tidak ada dana yang cukup dan
keahlian dalam proses decommissioning-abandoned
site  restoration (Muhdar, 2023b). Kegagalan
decommissioning terhadap fasilitas Migas di laut
adalah kegagalan pemerintah Indonesia dalam
membangun hubungan kontraktual dengan
perusahaan asing yang tidak mengatur klausula
pascatambang (post mining stage).®

Kondisi pengelolaan lingkungan di wilayah kerja
Migas akan semakin sulit karena terjadi penurunan
produksi secara alamiah (natural decline) sehingga
berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran untuk
melakukan decommissioning-abandoned site
restoration (ASR) pada fase post mining. Cadangan-
cadangan baru tidak ditemukan secara signifikan dan
adanya penurunan jumlah investor karena regulasi
yang tidak menarik, terutama kehadiran varian
Production Sharing Contract (PSC) gross split dan tidak
memperkuat skema PSC cost recovery.l0 Kebijakan
pengelolaan Migas yang tidak diivestasikan pada assets
produktif seperti penguatan modal untuk transformasi
ekonomi non-hydrocarbon atau penempatan modal
negara bagi kebutuhan energi masa depan merupakan
salah satu bukti salah urus. Ini hampir sama dengan
keadaan negara-negara di Timur Tengah sebagai
penghasil Migas tetapi lambat menempatkan hasil
pendapatan dari hasil pengelolaan hydrocarbon ke
sektor produkstif lain atau yang dikenal dengan

9 Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Kegiatan Hulu
Migas mulai mengatur pembiayaan Decommissioning-ASR namun kegagalannya
masih terbuka lebar oleh karena WK Migas yang ditinggalkan oleh kontraktor asing
tengah mengalami penurunan produksi alamiah.

10Ljhat, Permen ESDM No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
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"Harwick Rules" (Hartwick, 1977), namun saat ini,
negara-negara tersebut telah melakukan transformasi
ekonomi hydrocarbon keragam investasi lain.!!

d. Perkebunan

Perkebunan kelapa sawit berbasis penguasaan lahan
telah berkonstribusi terhadap laju deforestasi, konflik,
dan menurunnya degradasi lingkungan. Praktek
penggunaan lahan untuk kegiatan perkebunan
menimbulkan dua masalah, yaitu praktek Iland
grabbing, dan praktek land banking (Muhdar, at al,
2019). Praktek land grabbing menjadi penyebab
konflik, sementara Iland banking melahirkan
marginalisasi ekonomi dan hukum terhadap
kepemilikan lahan yang tergabung dalam pola
kemitraan. Penyebabnya, tanah yang dikuasai oleh
perusahaan perkebunan dalam skala luas dengan
status Hak Guna Usaha sebagiannya merupakan
bagian dari tanah masyarakat.

Indonesia menghasilkan 46,9 juta CPO pada
tahun 2021 atau terbesar di dunia saat ini dengan luas
areal berjumlah 16,8 juta hektar (BPDPKS, 2022).
Meskipun berkonstribusi besar bagi penerimaan
negara tetapi sektor ini ikut menghadirkan
permasalahan lingkungan, konflik, maupun
penguasaan lahan "tanpa batas". Perusahaan sawit
memiliki keuntungan atas penguasaaan lahan dalam
jumlah yang luas. Lahan dengan status hak guna
usaha (HGU) dapat menjadi bank collateral.
Penguasaannya tidak semata-mata ditujukan untuk
menghasilkan CPO tetapi juga kepemilikan sertifikat
HGU merupakan keuntungan pertama. HGU milik
perusahaan termasuk di dalamnya dapat berupa
sertifikat-sertifikat petani (terlebur) digunakan sebagai

1Ljhat, dana pengembangan investasi dari hasil Migas: Kerajaan Arab Saudi (Public
Investment Fund) atau Negara Quwait (sovereing wealth fund) kekayaan negara
untuk tujuan investasi jangka panjang.
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jaminan bank. Praktek ini telah menciptakan
ketidakadilan karena tidak ada jaminan penggunaan
fasilitas kredit yang diperoleh digunakan untuk
percepatan realisasi penanaman dan peningkatan
jumlah produksi, justru membiayai investasi lain.

2.2. Distribusi risiko lingkungan terhadap
keamanan individu dan publik

Eksplorasi dan eksploitasi telah menghadirkan potret
relasi antara penguasa, pengusaha, rakyat, terhadap
alam yang cukup unik. SDA yang awalnya sebagai
anugerah Allah SWT sebagai penopang hidup manusia
berubah menjadi ancaman bagi kehidupan manusia.
Penguasa sebagai repsentasi dari institusi negara
meletakan dominasi kewenangannya pada fungsi
fasilitasi kegiatan investasi dan kerapkali mengabaikan
hak-hak dasar perlindungan bagi sebagian masyarakat
dan keberlanjutan fungsi lingkungan.

Negara menitipkan tanggung jawab melindungi
lingkungan ('tanah air") atau terjadi perpindahan
tanggung jawab menjaga "tanah air" dari negara
kepada pebisnis. Pengawasan yang lemah dan
hadirnya risiko-risiko lingkungan yang diterima oleh
individu maupun mengancam keamanan publik
mengkonfirmasi argumentasi ini. Negara tidak terlalu
kuat menjaga "tanah air," bahkan untuk sekedar
melakukan pengawasan yang baik. Padahal, konstitusi
dengan tegas menyebutkan bahwa tugas negara
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia...”’2 dan menggunakan SDA penting
dikuasai negara, dan digunakan untuk kesejahteraan
rakyat.13 Makna frasa ‘seluruh tumpah darah
Indonesia’ menunjukan pada perlindungan terhadap
warga negara, dan terhadap seluruh wilayah. Essensi
perizinan menjadi kabur karena tidak lagi berposisi

12 Indonesia merupakan salah satu negara yang menyebutkan adanya hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk setiap orang (Pasal 28H ayat 1).
13 Lihat, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945
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sebagai instrumen pengendali, membagi sumber daya
terbatas, dan menyeleksi penerima yang tepat. Pola ini
menempatkan penyelenggara negara lebih sebagai
fungsi menjalankan layanan kepada investor atas
penggunaan SDA terbatas, dan lemah
memperhitungkan risiko dan penanggulangannya.
Reduksi nilai essensial atas tugas perlindungan negara
mulai kabur saat berjumpa dengan janji investasi yaitu
menghadirkan kemakmuran tetapi justru realitas
kemiskinan terjadi di  pusat-pusat kegiatan
pengelolaan SDA.

Bentuk risiko lingkungan mudah kita kenali
pada area-area konsentrasi praktek eksploitasi SDA.
Pencemaran wilayah laut dan mengganggu kehidup di
wilayah pesisir disebabkan oleh pencemaran dari
sumber darat (land based pollution), dumping,
kerusakan terumbu karang, dan perusakan mangrove.
Kebakaran hutan, hilangnya sumber pangan dan obat-
obatan bagi masyarakat tertentu. Sedimentasi di alur
sungai-sungai, rusaknya dan tercemarnya sumber air
bersih, penambahan beban biaya hidup (externalities
cost), lahan pertanian yang rusak, gangguan
kesehatan, conflik antar pengguna  sebagai
konsekuensi kontestasi penguasaan SDA (pengusaha
vs. pengusaha, pengusaha vs. masyarakat, pengusaha
vs. pemerintah, pemerintah pusat vs. pemerintah
daerah), dan bahkan jatuhnya korban jiwa manusia.
Risiko lingkungan yang terus terjadi merupakan
bentuk dari ketidakadilan lingkungan. Dalam kondisi
demikian, mempromosikan keadilan belum akan
"menemukan jalannya" saat praktek pengelolaan SDA
lebih cenderung salah urus dan membiarkan distribusi
risiko tetap berlangsung.

3. Dekonstruksi hukum tentang SDA
Pengelolaan SDA secara eksploitatif dan merusak ikut
mengkonfirmasi  bahwa  proses pengalokasian

termasuk pengaturannya tidak mempertimbangkan
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keberlanjutan lingkungan hidup. Dampak negatif
terhadap lingkungan dan sosial merupakan peristiwa
keterlanjuran pemberian izin atau konsesi yang tidak
mudah diadaptasi oleh hukum, dan bahkan kehadiran
regulasi baru mengusung kemudahan pengelolaan
SDA yang eksploitatif. UU Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Minerba (UU Minerba) merupakan sederet regulasi
yang mengancam  prinsip-prinsip  perlindungan
lingkungan hidup.

Kegagalan sistem perizinan di daerah dan
menimbulkan dampak negatif merupakan sebagian
alasan (gagasan kunci) atas pengembalian kewenangan
dalam pemberian izin kepada pemerintah pusat
terhadap beberapa SDA strategis di atas. Peralihan
kewenangan tidak menjawab apa yang menjadi alasan
perpindahan kewenangan atau meminjam postulatum
dari Derrida disebut sebagai gagasan kunci yang tidak
ada ide gagasan kuncinya (Derrida dalam Royle, 2003).
Perbaikan tata kelola perizinan berhasil menjawab
sebagian kerumitan sistem perizinan, lebih terkontrol,
sederhana, cepat, tetapi secara bersamaan melahirkan
regulasi sebagai instrumen "cuci tangan."

PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian
Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin,
dan/atau Hak atas Tanah (mandatory Pasal 17 angka
2 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)
merupakan salah satu instrumen penyelesaian praktek
keterlanjuran. Definisi keterlanjuran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 PP 43 Tahun 2021
sebagai:

Kondisi dimana izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak
pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku,
namun menjadi tidak sesuai dengan peraturan ketentuan
peraturan yang berlaku saat ini.
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Konstruksi pasal ini berpotensi melahirkan dua
kemungkinan akibat hukum. Pertama, izin yang
awalnya sudah benar menjadi tidak benar menurut
peraturan baru sehingga pemegang izin tidak
mendapatkan jaminan kepastian hukum. Kedua, izin
yang tidak benar menjadi benar (pemaafan) oleh
karena yang melatarbelakangi ketentuan ini
sesungguhnya untuk melegalisasi keterlanjuran
perbuatan melawan hukum. Makna intrinsiknya
adalah penormaan untuk tidak menghalangi usaha,
terutama kegiatan ekstraktif yang tidak memenuhi
syarat. Pergeseran pengaturan ini cukup ekstrim
karena menyalahkan apa yang benar dan memaafkan
apa yang salah, sekaligus menghadirkan kontestasi
tidak berimbang bilamana salah satu kompetitornya
berasal dari "rakyat kecil."

Dekriminalisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 165 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba
melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 terharmonisasi
cukup apik dalam UU Nomor 11 Tahun 2020. Pasal
165 UU Minerba dirumuskan:

"Setiap orang yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan,
Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan
Khusus yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan
menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana
paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Struktural teks pasal ini memiliki basis empiris
bahwa ada fakta pemberian izin dengan melanggar
hukum dan mengancam keamanan publik, dengan
demikian, perumusannya dalam hukum pidana adalah
valid. Meniadakan pasal ini sama dengan meniadakan
sifat perbuatan jahat yang mengancam kepentingan
umum. Dekriminalisasi memerlukan dukungan fakta
sosiologis, sementara pendekatan hierarkis (hukum)
harus mempersyaratkan keterujian di hadapan
hukum. Kematian anak-anak di bekas lobang
tambang, perampasan tanah, kerusakan terhadap
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infrastruktur publik, dan lahan pertanian adalah
perbuatan jahat dalam memori publik yang memiliki
rangkaian sebab-akibat dengan proses pemberian izin.
Instrumen hukum "pembersih tangan" seperti ini
bukan saja melahirkan pikiran tidak etis dalam teks
tetapi berubah sebagai ajakan wuntuk menerima
hierarkis hukum yang menguatkan kontestasi antar
perusak wvs. "pengharap kebaikan alam" sekaligus
pintu menuju penurunan nilai kesadaran hukum atas
perlindungan lingkungan hidup.

Negara tidak patut secara hukum dan moral
membiarkan kontestasi antara pelaku ekonomi SDA
dan rakyat kecil. Sudah dapat dipastikan rakyat kecil
tidak akan mampu menghadapi penikmat SDA dari
varian korporasi yang mendapatkan dukungan negara
melalui seperangkat aturan atas nama investasi dan
pendapatan negara. Keterlibatan otoritas kekuasaan
yang melahirkan kemudahan membagi SDA terbatas
kepada investor harus dapat terlacak melalui proses
investigasi atas kebenaran teks (metode deconstruksi
atas teks hukum).

Jacques Derrida dengan sejumlah
kotroversialnya (Derrida, 1967; Derrida, 1971) bagi
kaum positivisme atas metode penilaiannya terhadap
teks tidaklah salah jika dimaksudkan untuk
menelusuri nilai tersembunyi (intrinsik) di balik teks
hukum dan yang melatari ketidakadilan pengelolaan
SDA. Teks hukum tidak lahir dari diskusi kosong tanpa
ada kepentingan yang melatarinya, dan bahkan
sebagai jalan kompromi antara penikmat SDA terbatas
dan penyelenggara negara. Teks hukum tidak dapat
disebut sebagai sekumpulan nilai yang telah selesai
rumusannya, atau tidak mungkin kontradiktif
(contradictio interminis), bias ideologi, atau tidak
memberikan kepastian (Spann, 1984) sehingga perlu
pernilaian kembali dengan metode deconstruksi
(Balkin, 1998).

Praktek ketidakdilan, distribusi risiko kepada
mereka yang tidak mendapatkan manfaat, merusak
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keberlanjutan sumber penghidupan, penguasaan SDA
terbatas dalam jumlah yang tidak terbatas adalah fakta
terbalik  yang  dijanjikan  teks-teks hukum.
Pertimbangan-pertimbangan sosial, lingkungan,
pembagian manfaat secara ekonomi dengan adil
seharusnya menjadi basis untuk melakukan
investigasi teks (Culler, 1982), terutama untuk melihat
bagaimana argumen yang ditawarkan, bagaimana
argumen doktrinal diinformasikan dan menyamarkan
pemikiran ideologis termasuk menawarkan strategi
penafsiran baru dan kritik terhadap penafsiran
konvensional terhadap teks hukum.

Kehadiran hukum menjadi strategis untuk
memberikan proteksi kepentingan kolektif demi
memenuhi keadilan penggunaan SDA, perlindungan
bagi penghidupan yang tidak terganggu, termasuk
mempertahankan otoritas negara (mengatur,
melindungi, dan membagi keadilan). Analisis
pertimbangan keuntungan  sosial-ekonomi dan
kualitas kehidupan seharusnya menjadi hal utama
dalam keputusan persetujuan investasi berbasis SDA
(Law Environmental Law Alliance Worldwide, 2010). UU
Cipta Kerja tidak mewakili variabel-variabel ini secara
kuat, justru ada simplikasi proses untuk kemudahan
investasi (Al'afghani & Bisariadi, 2021).

4. Pengelolaan SDA  berbasis Keadilan
Lingkungan

Memperhatikan inkonsistensi logis, premis-premis
yang lemah, dan argumentasi lemah dari beberapa
regulasi tentang pengelolaan SDA maka diperlukan
dekontruksi makna  sesungguhnya, sekurang-
kurangnya berporos pada keterhubungan variabel-
variabel penentu pada relasi manusia-alam-dan posisi
negara. Pengelolaan berbasis keadilan lingkungan (KL)
relatif mendekati variabel-variabel ini karena bukan
hanya masalah hak masyarakat atas ketidakadilan
tetapi juga mengenai aspek risiko lingkungan (Bullar,
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2012). KL memutuskan bagaimana mendefinisikan
masalah dan kemudian memilih strategi inti untuk
mengembangkan respons hukum dan politik yang di
dalamnya termasuk persoalan lingkungan seperti
pencemaran, emisi, risiko lingkungan, distribusi risiko
dan dampak lingkungan serta tanggapan kebijakan
untuk mengatasinya. Pendekatan KL berfokus pada
hak atas lingkungan yang aman, sehat, produktif, dan
berkelanjutan untuk semua, di mana “lingkungan”
dipertimbangkan secara keseluruhan (Lloyd-Smith &
Lee Bell, 2003). Isu-isu ketidaksetaraan, pengakuan,
partisipasi, dan pertanyaan yang lebih besar tentang
kemampuan individu/komunitas-manusia dan
komponen alam memperkuat pembenar atas
pengelolaan SDA berbasis KL dan Ecological Justice
(Schlosberg, 2007).

Identifikasi terhadap penerima dampak yang
berbeda akibat diskriminasi (civil right),
mendistribusikan manfaat dan beban secara adil atau
setara (distributive justice and ethics), memberikan
prosedur dan suara yang adil kepada semua anggota
komunitas, terutama yang tidak berdaya secara politik
(public participation), mengatasi akar penyebab
ketidakadilan (social justice), dan mengurangi polusi
dan risiko bagi semua orang (ecological sustainability)
merupakan variabel-varibel penting dalam perumusan
kebijakan pengelolaan SDA berbasis KL (Mutz et.al,
2002).

Skema pengelolaan SDA berbasis KL akan
menghadirkan pemahaman bersama bahwa tindakan
eksploitatif dan merusak tidak dibenarkan secara etik
dan nalar manusia tentang keadilan. Standar
kewajiban moral untuk tidak mengkonsumsi sumber
daya lingkungan secara berlebihan, yaitu tidak
mengkonsumsinya pada tingkat yang lebih tinggi dari
pada tingkat kemampuan pemulihannya. Negara
melalui otoritas yang berwenang tidak mungkin
mampu menjalan tugas "menguasai" SDA di satu sisi
tetapi di sisi lain menitipkan kewajibannya kepada
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pebisnis untuk membagi keadilan, menjaga
keberlanjutan  fungsi lingkungan, dan  tidak
mendistribusikan risiko. Ideologi pebisnis menekankan
pada pengumpulan kekayaan dan berpotensi
mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan negara
untuk melanjutkan penguasaan SDA terbatas dan
berperilaku eksploitatif.

5. Kerangka Hukum Masa Depan

Rekonstruksi pengaturan pengelolaan SDA perlu
diarahkan sebagai instrumen penjamin keadilan dan
membagi kemakmuran. Ukuran kebenaran hukum
tidak hanya dihitung dari angka-angka capaian
produksi dan nilai perdagangan komoditas tetapi
sampai pada pengukuran seberapa besar penerima
risiko yang dapat dihilangkan, jaminan keberlanjutan
fungsi lingkungan, dan seberapa besar kapasitas
negara dalam membagi kebahagiaan.

Pengelolaan yang lebih adil harus dimulai
dengan cara membagi kekayaan SDA terbatas dan
memastikan  penikmat SDA varian  korporasi
membatasi karakter eksploitatif dan merusak. Pada
bagian lain, pendapatan dari hasil ekploitasi wajib
dikonversi menjadi dua komponen biaya dengan
memperhitungkan distribusi manfaat kepada
masyarakat dan menyisihkan biaya investasi
berkelanjutan dan cadangan biaya mitigasi risiko
lingkungan pada masa yang akan datang. Beberapa
regulasi mengenai dana pengelolaan lingkungan tidak
dapat meniadakan kerusakan dan pencemaran dan
akibat yang ditimbulkannya jika tidak terintegrasi
dengan sistem  penganggaran di tiap level
pemerintahan, termasuk keterlambatan perhitungan
neraca SDA dan Lingkungan Hidup.!4

14 PP 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (mandatory Pasal
43 ayat 4 dan Pasal 55 ayat 4 UU Nomor 32 tahun 2009), Perpres 77 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Dana Lingkungan, dan Permenkeu 124 /PMK.05/2020 tentang
Prosedur Pengelolaan Dana Lingkungan
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Praktek keterlanjuran kebijakan telah
mengkonfirmasi  ketidakadilan sosial, ancaman
kedaulatan negara, dan mengurangi kebanggaan
bernegara. Dengan demikian, gagasan kebijakan
untuk mengurangi jarak penguasaan manfaat SDA
antara pengusaha dan rakyat, sekaligus meniadakan
risiko lingkungan harus menjadi bagian perbaikan teks
hukum yang ada saat ini. Untuk itu, diperlukan 8
perubahan kebijakan, yaitu:

e Pembatasan penguasaan lahan perkebunan dalam
jumlah tertentu, pola redistribusi penguasaan
lahan secara adil, dan memberikan kepastian
hukum atas penggunaan ruang. Pembatasan
penguasaan lahan dalam jumlah tertentu oleh satu
korporasi perkebunan misalnya harus dapat
mengkonfirmasi tidak akan ada lagi praktek land
banking, land grabbing, termasuk memacu
pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi produk
secara substantif.

e Basis perhitungan pendapatan dari pertambangan
batubara dan nickel harus diganti menjadi skema
bagi hasil sebagaimana yang terjadi dalam
pengelolaan Migas. Kegiatan Migas mengusung high
risk, high cost, and high tech tetapi mampu
memberikan hasil optimal bagi negara melalui
skema bagi hasil (Production sharing contract: cost
recovery and gross split scheme). Pola pengelolaan
tambang batubara memerlukan redefinisi tentang
makna pengelolaan atas kekayaan yang dikuasai
negara, pola penentuan manfaat bagi negara, dan
akses keadilan bagi masyarakat penerima distribusi
risiko lingkungan.

o Mempertimbangkan kondisi WK Migas yang
mengalami penurunan produksi alamiah (natural
decline) maka sudah seharusnya pendapatan dari
sektor Migas tidak ditempatkan pada struktur
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anggaran konsumtif tetapi digunakan sebagai
modal untuk percepatan transisi energy fosil
menuju energi terbarukan. Aktivitas Migas yang
umumnya pada  wilayah offshore  harus
memberikan ruang bagi masyarakat pesisir untuk
mengakses sumber daya  perikanan dan
pembatasan kegiatan yang dapat merusak area-
area tangkapan nelayan.

e Pengenaan pajak lingkungan atas pengelolaan SDA
perlu diterapkan secara ketat dan
menempatkannya sebagai pos anggaran khusus
karena pola penganggaran selama ini terbukti gagal
mempersiapkan alokasi dana berkelanjutan untuk
membiayai lingkungan yang rusak, pengembalian
sumber-sumber air bersih, dan perbaikan lahan
untuk keamanan pangan.

e Sungai-sungai besar di Indonesia harus dikuasi
oleh negara dan tidak diserahkan kepada entitas
korporasi asing atau kolaborasi dengan asing
melalui  pola  pembagian saham = dengan
pertimbangan jaminan air bersih, jaminan volume
air untuk pertanian berkelanjutan, dan jaminan
akses sumber energi murah.

o Sektor SDA strategis harus menghasilkan produk
turunan (hilirisasi) dan menempatkan posisi badan
usaha milik negara sebagai operator. Dalam
gagasan ini, investor asing tidak dapat menguasasi
saham tetapi hanya bertindak sebagai pemodal.

e Percepatan perhitungan Neraca SDA dan
lingkungan harus segera dimulai dan dituntaskan
dengan pertimbangan akan ada pengaruh positif
terhadap upaya rekontruksi hukum atas variabel
perhitungan kerugian negara, perhitungan Asset
SDA dan perubahannya, dan atau kebutuhan lain
dalam perencanaan pembangunan hukum berbasis
keadilan lingkungan.

o Ketentuan hukum lingkungan seharusnya tidak
lebih inferior dibanding dengan hukum investasi,
karena bisa saja kehadiran investor hanya
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dipengaruhi oleh fakta kemudahan merusak dan
mencemari lingkungan hidup di Indonesia. Hukum
lingkungan wajib ditempatkan sebagai instrumen
yang dapat memastikan bahwa negara masih
mampu menjamin keadilan dalam satu generasi,
antar generasi, dan mampu menunjukan bahwa
penyelenggara negara memiliki kapasitas untuk
berdaulat atas kekayaan SDA dan melindungi
kehidupan.
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